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ABSTRAK 

Surana Syifa.2021. Analisis Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada PT 
Gadai Prima Nusantara Sangkuriang Cabang Tegal, Program Studi Diploma III 
Akuntansi Politeknik Harapan Bersama. Pembimbing I: Yeni Priatna Sari, S.E., 
M.Si., Ak., CA; Pembimbing II: Fitri Amaliyah, S.E,, M.Ak. 
 

PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang adalah salah satu perusahaan 
swasta yang menjalankan usaha gadai secara resmi dengan barang elektronik 
sebagai jaminan gadai. Penerapan sistem lelang pada perusahaan gadai adalah 
tindakan untuk mengatasi pembiayaan nasabah yang bermasalah. Lelang 
merupakan penjualan barang yang terbuka untuk umum yang dilakukan dihadapan 
pejabat lelang, guna mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman 
lelang dimana tiap penawarannya semakin naik. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pelaksanaan lelang barang jaminan gadai pada PT Gadai Prima 
Nusantara Sangkuriang Cabang Tegal. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Jenis data yang 
dikumpulkan dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa apabila debitur atau nasabah tidak mampu 
memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan atau memperpanjang pinjamannya 
setelah tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan, maka PT Gadai Prima 
Nusantara Sangkuriang berhak untuk menjual barang jaminannya dalam suatu 
pelelangan, serta tidak adanya pengumuman lelang kepada pihak nasabah. Dalam 
proses pelaksanaan lelang itu tidak sesuai dengan ketentuan pasal 1155 
KUHPerdata. 

 
Kata Kunci :  Gadai, Lelang, Jaminan 
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ABSTRACT 

Syifa, Surana 2021. The Analysis of the Auction of Pawn Guaranteed Goods at PT 
Gadai Prima Nusantara Sangkuriang Tegal Branch, Accounting Study Program at 
Politeknik Harapan Bersama. First Advisor: Yeni Priatna Sari, SE., M.Si., Ak., CA; 
Second Edvisor: Fitri Amaliyah, SE., M.Ak. 
 

PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang is a private company that runs a 
pawn business officially with electronic goods as collateral for the pledge. The 
application of the auction system to the pawn company is an action to overcome the 
financing of problematic customers. An auction is a sale of goods open to the public 
conducted in front of an auction official, in order to achieve the highest price, which 
is preceded by an auction announcement where each bid increases. The purpose of 
this study was to determine the implementation of the auction of collateral goods at 
PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang Tegal Branch. Data collection techniques 
used are observation, interviews, literature study, and documentation. The type of 
data collected and analyzed using qualitative descriptive methods. The results show 
that if the debtor or customer is unable to fulfill his obligations to return or extend 
his loan after the specified maturity date, then PT Gadai Prima Nusantara 
Sangkuriang has the right to sell the collateral in an auction, and there is no auction 
announcement to the customer. In the process of implementing the auction, it was 
not in accordance with the provisions of Article 1155 of the Civil Code. 
 
Keywords: Pawn, Auction, Guarantee 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional 

merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan 

makmur. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat 

pula kebutuhan terhadap pendanaan. Hal tersebut membuat kebutuhan akan 

uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari semakin meningkat dan bervariasi 

dengan harga yang saat ini sedang melambung. Namun, terkadang uang yang 

dimiliki tidak cukup untuk membeli semua kebutuhan yang dinginkan 

sehingga terpaksa harus mencari pinjaman atau sumber dana lain untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut. (Syahputra, 2016:1)[1] 

Pegadaian sebagai salah satu lembaga keuangan nonbank diharapkan 

dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dalam sektor 

ekonomi, khususnya bagi masyarakat menengah kebawah yang nantinya juga 

akan memberikan manfaat yang besar bagi perekonomian Negara. Pengertian 

gadai secara umum adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga 

kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang 

akan dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara 

nasabah dengan lembaga gadai[2]. Menurut Iffa Latifah (2015)[3] dalam 

membangun perekonomian Negara tidak hanya membutuhkan perusahaan 

dengan modal yang besar saja, disamping itu kita juga harus 

menyeimbangkan dengan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang 
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juga maju. Sehingga tidak terjadi ketimpangan masyarakat pemilik modal 

besar dan yang hanya memiliki modal kecil. Dimana disatu pihak mereka 

yang memiliki usaha besar dapat dengan mudah mendapatkan pinjaman 

sedangkan para pelaku usaha kecil kesulitan mendapatkan pinjaman guna 

mengembangkan usahanya. Dengan demikian tidak keliru jika dikatakan 

bahwa pegadaian merupakan sahabat terdekat bagi masyarakat menengah 

kebawah untuk mendapatkan pinjaman jangka pendek guna memenuhi 

kebutuhan sehari-hari ataupun untuk modal usaha mikro kecil menengah. 

Prosedurnya yang mudah memungkinkan siapa saja untuk mendapatkan 

pinjaman sesuai dengan yang diinginkan. Dimana dengan adanya pegadaian 

tersebut dapat memberikan kesempatan untuk masyarakat kecil dan 

menengah kebawah untuk memulai dan mengembangkan usahanya, yang 

pada akhirnya juga akan mengangkat perekonomian rumah tangga dan 

meminimalisir kemiskinan di Indonesia. 

PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang sekarang ini lebih alternatif 

untuk tempat peminjaman uang. PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang 

merupakan sebuah perusahaan BUMS (Badan Usaha Milik Swasta) yang 

bergerak dalam pegadaian barang elektronik seperti TV LED, TV LCD, HP 

Android, Notebook, Laptop, Proyektor, Kamera, dan juga Keyboard. PT 

Gadai Prima Nusantara Sangkuriang memberikan proses pemberian pinjaman 

yang lebih cepat dengan mensyaratkan barang yang memiliki nilai jual 

sebagai jaminan. Kemudahan dalam pencairan dana dan tidak berbelit 

tersebut PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang berusaha untuk membantu 
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masyarakat yang membutuhkan dana. Meskipun masyarakat memiliki 

ketertarikkan terhadap gadai elektronik karena proses pencairan dana yang 

cepat. Layanan pemberian gadai ini merupakan kegiatan pembiayaan yang 

memiliki risiko terhadap nasabah, karena adanya kemungkinan 

ketidakmampuan nasabah selaku debitur untuk memenuhi kewajibannya 

untuk membayar utang pada saat jatuh tempo. Oleh sebab itu PT Gadai Prima 

Nusantara Sangkuriang menerapkan sistem lelang. 

Lelang merupakan upaya pengembalian uang pinjaman beserta sewa 

modal yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan. Usaha ini 

dilakukan dengan penjualan barang jaminan hutang di muka umum yang 

penawarannya secara lisan atau tertulis melalui sistem penawaran harga calon 

pembeli yang menawarkan harga tertinggi akan mendapatkan barang yang 

dilelang begitu juga sebaliknya bagi calon pembeli yang menawarkan harga 

terendah tidak mendapatkan barang yang dilelang. Lelang merupakan resiko 

terberat yang harus ditanggung oleh nasabah, karena nasabah akan kehilangan 

barang berharga yang sudah digadai atau dititipkan sebagai barang jaminan 

saat mengajukan pinjaman[4]. Lelang berdasarkan operasional kantor cabang 

PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang adalah bentuk upaya pengembalian 

uang beserta sewa modal yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang 

ditentukan. Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dengan 

penerima gadai, maka sejak itulah timbul hak dan kewajiban antara kedua 

pihak. Kewajiban pemberi gadai adalah membayar pokok pinjaman dan 

bunga sesuai dengan yang ditentukan oleh penerima gadai. Didalam surat 
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tanda terima barang telah ditentukan tanggal mulainya pinjaman dan tanggal 

jatuh tempo atau tanggal memberikan kesempatan kepada nasabah untuk 

melunasi pinjaman pokok beserta bunga pinjaman. 

Ketentuan lelang yang diatur dalam pasal 1155 KUHPerdata[5] 

menyatakan bahwa: “Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain,  

maka si berpiutang berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercedera 

janji, setelah tenggang waktu yang telah ditentukan lampau, atau jika tidak 

telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan 

untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya di muka umum 

menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim 

berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya 

beserta bunga dari pendapatan penjualan tersebut”. Hasil pelelangan akan 

digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah kepada perusahaan 

yang terdiri dari pokok pinjaman, sewa modal atau bunga.  

PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang menerapkan sistem lelang 

agar biaya yang dikeluarkan untuk membiayai gadai barang tersebut dapat 

kembali. Namun pada pelaksanaannya PT Gadai Prima Nusantara 

sangkuriang tidak ada pengumuman kepada nasabah bahwa akan 

melaksanakan lelang dihadapan umum atau ditempat terbuka dengan tujuan 

agar jumlah utang dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dari hasil penjualan 

tersebut. Proses pemberitahuan lelang yang tidak sampai kepada nasabah 

kapan dan dimana lelang akan dilaksanakan baik secara lisan maupun tertulis. 

Hal itu menyebabkan nasabah tidak mengetahui informasi lelang yang 
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dilaksanakan di PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang.  

Berdasarkan awal penelitian tentang proses pelelangan di PT Gadai 

Prima Nusantara Sangkuriang Kantor Cabang Tegal adalah dimulai ketika 

nasabah tidak membayar utang sampai pada batas waktu yang sudah 

ditentukan baik sengaja maupun tidak disengaja,  kemudian pihak PT Gadai 

Prima Nusantara Sangkuriang akan memberi peringatan kepada nasabah baik 

melalui SMS, WA, juga telepon, apabila tidak ada respon maka pihak PT 

Gadai Prima Nusantara Sangkuriang berhak melelang barang jaminan 

nasabah sesuai dengan standar operasional yang berlaku di PT Gadai Prima 

Nusantara Sangkuriang. Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian Tugas Akhir dengan judul : “Analisis 

Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Di Pt Gadai Prima 

Nusantara Sangkuriang Cabang Tegal”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan lelang barang jaminan 

gadai di PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang Cabang Tegal? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah tersebut di 

atas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan lelang 

barang jaminan gadai di PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang Cabang 

Tegal. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dapt diambil oleh penulis dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

perbendaharaan pustaka dalam ilmu pengetahuan hukum perdata, 

khususnya mengenai hukum jaminan. Sebagai pijakan dan referensi  pada 

penelitian-penelitan selanjutnya yang berhubungan dengan pelaksanaan 

lelang barang jaminan gadai serta menjadi bahan kajian lebih lanjut. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Dapat memberikan pengalaman dan sarana berlatih untuk memberi 

gambaran yang akan datang dalam memasuki dunia kerja. 

b. Bagi PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang  

Untuk memberikan pertimbangan dan masukan bagi perusahaan 

dalam  menyikapi masalah mengenai lelang jaminan gadai dan akibat 

hukum bagi nasabah jika barang jaminan  tidak terselamatkan  melalui 
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upaya pelaksanaan lelang oleh PT Gadai Prima Nusantara 

Sangkuriang, serta dapat memberikan informasi kepada pihak bagian 

keuangan dalam mengambil keputusan lebih lanjut mengenai 

penanganan gadai bermasalah. 

c. Bagi Politeknik Harapan Bersama  

Dapat dijadikan sebagai pertimbangan atau dikembangkan lebih 

lanjut, serta sebagai referensi terhadap penelitian yang sejenis.  

 

1.5 Batasan Masalah 

Agar penulisan penelitian ini lebih terarah pada pokok pembahasan, 

maka peneliti dalam hal ini membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu 

hanya mengenai pelaksanaan lelang barang jaminan gadai elektronik dan data 

yang digunakan yaitu data laporan barang lelang PT Gadai Prima Nusantara 

Sangkuriang Cabang Tegal pada tahun 2020. 

 

1.6 Kerangka Pemikiran 

Lelang merupakan upaya yang dilakukan perusahaan gadai untuk 

menyelamatkan modal yang sudah dikeluarkan untuk nasabah sejak 

terjadinya perjanjian gadai termasuk PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang. 

Kesulitan nasabah dalam membayarkan hutang pada PT Gadai Prima 

Nusantara Sangkuriang mengakibatkan barang elektronik yang sudah nasabah 

titipkan kepada PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang sebagai jaminan 

tidak dapat ditebus. Sehingga perlu strategi pemecahan permasalahan masalah 
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yang baru. Untuk memecahkan masalah ini maka peneliti melakukan analisis 

pelaksaan lelang barang jaminan gadai di PT Gadai Prima Nusantara 

Sangkuriang cabang Tegal dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat dilakukan 

penyederhanaan menggunakan kerangka berpikir penelitian pada halaman 

selanjutnya: 
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Umpan Balik 

 

 

 

 

Gambar 1.1 kerangka Berpikir 

 

 

Permasalahan: 

Nasabah yang tidak 
dapat melunasi 
pinjaman dalam 
jangka waktu tempo, 
maka barang yang 
dijaminkan akan 
dilelang. Akan tetapi 
pada pelaksanaannya 
tidak adanya 
pemberitahuan 
mengenai kapan dan 
dimana pelaksanaan 
lelang pada PT Gadai 
Prima Nusantara 
Sangkuriang Cabang 
Tegal. 
 

Strategi Pemecahan 
Masalah: 

1. Melakukan analisis 
terkait pelaksanaan 
lelang yang diterapkan 
pada PT Gadai Prima 
Nusantara Sangkuriang 
Cabang Tegal. 

2. Rescheduling, suatu 
tindakan yang diambil 
dengan cara 
memperpanjang jangka 
waktu tempo, dalam hal 
ini nasabah diberi 
keringanan. Misalnya, 
perpanjangan jangka 
waktu dari 14 hari 
menjadi 30 hari. 

3. Perlu adanya 
pengumuman dari PT 
Gadai Prima Nusantara 
Sangkuriang kepada 
nasabah baik secara 
lisan maupun tertulis 
bahwa akan 
dilaksanakannya lelang. 

Rumusan Masalah: 
 
Bagaimana 
pelaksanaan barang 
jaminan gadai di PT 
Gadai Prima Nusantara 
Sangkuriang Cabang 
Tegal? 
 

Analisis Data: 
 
Metode Deskriptif 
Kualitatif 
 

Kesimpulan: 

Pelaksanaan lelang 
barang jaminan gadai 
terjadi apabila nasabah 
tidak memenuhi 
kewajibannya, maka 
pihak gadai berhak 
menjual dalam bentuk 
pelelangan.  
Dapat dipahami bahwa 
cara-cara tersebut 
merupakan opsi yang 
dapat dipilih dan 
diterapkan oleh pihak 
perusahaan kepada 
nasabah sebagai upaya 
penyelamatan jaminan 
serta modal yang 
dikeluarkan. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan tugas akhir ini, dibuat sistematika penulisan agar 

mudah untuk dipahami dan memberikan gambaran secara umum kepada 

pembaca mengenai tugas akhir ini. Sistematika penulisan tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagian awal 

Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman 

pengesahan, halaman pernyataan keaslian Tugas Akhir (TA), halaman 

pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan 

akademis, halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar, 

intisari/abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran. 

Bagian awal ini berguna untuk memberikan kemudahan kepada pembaca 

dalam mencari bagian-bagian penting secara cepat. 

2. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan 

masalah, kerangka berpikir dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini memuat teori-teori yang meliputi lelang, gadai, 

dan jaminan. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian (tempat dan 
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alamat penelitian), waktu penelitian, metode pengumpulan 

data, jenis dan sumber data penelitian, dan metode analisis 

data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi tentang tinjauan umum instansi, seperti 

sejarah singkat instansi, profil instansi, struktur organisasi, 

tugas dan wewenang, laporan hasil penelitian dan 

pembahasan hasil penelitian. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini menerangkan tentang kesimpulan dari hasil 

penelitian, serta saran dari peneliti yang diharapkan dapat 

berguna bagi PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang 

Cabang Tegal. 

3. DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka berisi tentang daftar buku, literature yang berkaitan 

dengan penelitan. Lampiran berisi data yang mendukung penelitian tugas 

akhir secara lengkap. 

4. Bagian Akhir 

LAMPIRAN 

Lampiran berisi informasi tambahan yang mendukung kelengkapan 

laporan, antara lain Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari 

Tempat Penelitian, Kartu Konsultasi, Spesifikasi teknis serta data- data 

lain yang diperlukan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1   Gadai 

2.1.1   Pengertian Gadai 

Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata pasal 1150 

(dalam Julius R. Latumerisa 2012:460)[7] Gadai adalah suatu hak yang 

diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang 

diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seseorang 

lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasan kepada orang 

berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang 

barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk 

menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana 

yang harus didahulukan. Perusahaan gadai merupakan salah satu 

lembaga keuangan lainnya yang sudah lama beroperasi. Lembaga ini 

dimaksudkan untuk memberikan pinjaman-pinjaman kepada 

perseoranagan. Pinjaman yang diberikan didasarakan pada nilai 

barang jaminan yang diserahkan. Tujuan lembaga ini adalah 

mencegah rakyat kecil yang membutuhkan pinjaman agar tidak jatuh 

ke tangan para pelepas uang yang dalam meberikan pinjaman 

mengenakan bunga sangat tinggi dan berkelipatan ganda (rentenir). 
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Menurut Departemen P dan K yang dikutip oleh Turmudi [7] 

Gadai merupakan pinjam meminjam uang dalam batas waktu tertentu 

dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai 

pada waktunya tidak ditebus, maka barang itu menjadi hak milik 

pemberi pinjaman. 

Menurut Amanita Noviani (2015)[8] Pegadaian adalah suatu 

badan organisasi atau yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa 

peminjaman uang dengan menggadaikan suatu barang sebagai 

jaminannya. Nasabah yang ingin mendapatkan uang pinjaman harus 

menggadaikan barang sebagai jaminan. Baru kemudian pihak 

pegadaian memberikan pinjaman uang sebanding dengan nilai barang 

jaminannya. Tiap peminjaman memiliki jangka waktu berlaku. 

Nasabah dapat melunasi pinjamannya atau menebus barangnya sesuai 

dengan jumlah pinjaman sebelum jangka waktu tersebut habis. Jika 

pinjaman tidak lunas dibayar sampai jangka waktu habis, maka 

barangnya akan hangus, maka barang tidak bisa ditebus dan akan 

dilelang oleh pihak pegadaian.  

Menurut Mizan M. Naimul (2015)[9] yang menyatakan bahwa 

: gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang 

bergerak, yang diserahkan kepada kreditur, atau oleh kuasanya, 

sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada 

kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu 

dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya 
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penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai 

pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu 

sebagai gadai dan yang harus didahulukan. 

Menurut Mizan M Naimul (2015)[9] definisi gadai tersebut 

terkandung adanya beberapa unsur pokok, yaitu: 

a. Gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang 

gadai kepada kreditur pemegang gadai; 

b. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur atau orang lain atas 

nama debitur; 

c. Barang yang menjadi objek gadai hanya benda bergerak, baik 

bertubuh maupun tidak bertubuh; 

d. Kreditur pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari 

barang gadai yang lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya. 

Dari penjelasan beberapa pendapat diatas secara umum, 

praktik gadai berlaku umum di daerah dan negara. Tujuannya adalah 

untuk mendapatkan pendanaan untuk jangka pendek dengan jaminan 

barang berharga. 

2.1.2   Subjek Gadai 

Subjek gadai terdiri dari dua pihak, yaitu pemberi gadai dan 

penerima gadai. Yaitu orang atau badan hukum yang memberikan 

jaminan dalam bentuk benda bergerak selaku gadai kepada penerima 

gadai untuk pinjaman uang yang diberikan kepadanya atau pihak 

ketiga. Unsur-unsur pemberi gadai yaitu:  
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1. Orang atau badan hukum 

2. Memberikan jaminan berupa benda bergerak 

3. Kepada penerima gadai 

4. Adanya pinjaman uang. 

Menurut Sawotong (2014:43)[10] terdiri dari dua pihak yaitu 

pegadai dan penerima gadai. Pemberi yaitu orang atau badan hukum 

yang memberikan jaminan berupa benda bergerak selaku gadai 

kepada penerima gadai untuk pinjaman uang yang diberikan 

kepadanya atau pihak ketiga. Adanya pihak ketiga sebagai pemberi 

gadai dapat juga muncul karena adanya pembelian benda gadai oleh 

pihak ketiga. Pihak ketiga yang memberikan jaminan disebut pihak 

ketiga pemberi gadai. Ia termasuk orang yang bertanggung jawab atas 

suatu utang (orang lain) tetapi tanggung jawabnya hanya terbatas 

sebatas benda yang diberikan, sedangkan untuk selebihnya menjadi 

tanggung jawab debitur sendiri. 

Sedangkan penerima gadai adalah orang badan hukum yang 

menerima gadai sebagai jaminan untuk pinjaman uang yang 

diberikannya kepada pemberi gadai. Dalam pasal 1152 ayat (4) 

KUHPerdata tidak ada syarat, bahwa penerima gadai harus beritikat 

baik, artinya tidak tahu, bahwa pemberi gadai orang yang tidak 

berwenang atas benda tersebut, tetapi pada umumnya diterima adanya 

syarat yang demikian itu. Konsekuensinya apabila seorang peminjam 

menggadaikan barang tersebut, maka perjanjian gadai yang terjadi sah 
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dan pemegang gadai dilindungi oleh hukum. 

Menurut Wijaya dan Sutatwo[11] sifat dari perusahaan gadai 

adalah memberi kredit secara hukum gadai dimana masyarakat yang 

membutuhkan dana pinjaman diwajibkan menyerahkan harta 

bergerak ke kantor cabang gadai terdekat disertai pemberian hak 

untuk melakukan penjualan lelang bila setelah lewat waktu tempo. 

Perannya sangat penting dimasa depan terutama sebagai akibat 

kebutuhan ekonomis dan finansial dalam masyarakat, yang mendesak 

akan uang tunai dari golongan berpenghasilan rendah dengan tata cara 

pemberian pinjaman yang sederhana walaupun tingkat bunga cukup 

tinggi, namun masih lebih rendah daripada tingkat suku bunga para 

pelepas uang setempat. 

 

2.1.3   Objek Gadai  

Objek gadai adalah barang-barang yang harus dikuasai oleh 

kreditur sebagai agunan yang dapat dijadikan objek gadai yaitu barang 

bergerak terwujud seperti elektronik. Menurut pasal 509 KUHPerdata 

yang dikutip oleh Adhi (2005:24)[12] adalah benda yang dapat 

berpindah atau dipindahkan. Benda bergerak dalam gadai meliputi 

benda bertubuh dan benda bergerak tidak bertubuh, hal ini dapat 

dilihat pada pasal 1150, 1152, 1153 kitab Undang-undang Hukum 

Perdata barang bergerak berwujud, piutang dan barang bergerak tak 

berwujud.  
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2.1.4   Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Gadai 

Menurut Mariam D. Badrulzaman yang dikutip oleh Adjie 

(2015:60)[13] hak gadai terjadi dalam dua fase yaitu:  

Fase pertama : perjanjian pinjam uang (kredit) dengan janji 

sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan. Perjanjian ini 

bersifat konsensial, obligatoir perjanjian ini merupakan titel dari 

perjanjian (pemberian gadai). 

Fase kedua : penyerahan benda gadai dalam kekuasaan 

penerima gadai. Sesuai dengan benda gadai adalah benda bergerak, 

maka benda ituharus dilepaskan dari kekuasaan debitur atau pemberi 

gadai. Penyerahan itu harus nyata.  

Sejak terjadinya perjanjian gadai anatara pemberi gadai 

dengan penerima gadai, maka sejak itulah timbul hak dan kewajiban 

para pihak. 

1. Hak pemberi gadai (pasal 1155 KUHPerdata)[13] 

a. Menerima uang gadai dari penerima gadai. 

b. Berhak atas barang gadai, apanila hutang pokok, bunga dan 

biaya lainnya telah dilunasi. 

c. Berhak menuntut kepada pengadilan supaya barang gadai 

dijual untuk melunasi hutang-hutangnya. 

2. Hak penerima gadai (pasal 1155 KUHPerdata)[13] 

a. Menerima angsuran pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan 
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waktu yang ditentukan. 

b. Menjual barang gadai, jika pemberi gadai tidak memenuhi 

kewajibannya setelah lampau waktu atau setelah dilakukan 

peringatan untuk memenuhi janjinya. 

3. Kewajiban pemberi gadai (pasal 1154 KUHPerdata)[13] 

a. Menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai. 

b. Membayar pokok dan sewa modal kepada penerima gadai. 

c. Membayar biaya yang dikeluarkan oleh penerima gadai untuk 

menyelamatkan barang-barang gadai. 

4. Kewajiban penerima gadai (pasal 1155 KUHPerdata)[13] 

a. Menjaga barang yang di gadaikan dengan sebaik-baiknya.  

b. Tidak memperkenankan barang yang di gadaikan menjadi 

miliknya walaupun pemberi gadai wanprestasi. 

c. Menyerahkan barang gadai setelah pembiayaan lunas.   

 

2.1.5   Berakhirnya Gadai 

Menurut Kashadi  yang dikutip oleh Adhi (2005:40)[12] hak 

gadai dalam praktek gadai berakhir dengan adanya hal-hal dibawah 

ini yaitu:  

1. Karena hapusnya perikatan pokok 

Dengan melakukan pelunasan hutang, maka perikatan pokok telah 

berakhir. Hapusnya perikatan pokok mengakibatkan hapusnya 

hak gadai yang bersifat accesoir terhadap perikatan pokok. 
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Perikatan pokok dalam gadai adalah pinjam meminjam uang, jika 

hutang telah dilunasi debitur pemberi gadai, maka perikatan 

pokok menjadi berakhir dan hak gadai ikut berakhir pula. 

2. Karena benda gadai keluar dari kekuasaan pemegang gadai. 

Pasal 1152 ayat (3)[13] KUHPerdata menyebutkan bahwa: “hak 

gadai hapus apabila barang gadai keluar dari kekuasaan si 

penerima gadai”. Namun demikian hak gadai tidak menjadi hapus 

apabila pemegang gadai kehilangan kekuasaan atas barang gadai 

tidak dengan sukarela (karena hilang atau dicuri). Dalam hal ini 

jika ia memperoleh kembalu barang tersebuta maka haka gadai 

dianggap tidak pernah hilang. 

3. Karena musnahnya benda gadai. 

Musnahnya benda gadai maka gadai akan berakhir pula karena 

tidak mungkinada hak gadai tanpa adanya objek gadai. 

4. Karena penyalahgunaan benda gadai. 

Dalam pasal 1159 ayat (2)[13] KUHPerdata disebutkan bahwa: 

“apabila kredit menyalahgunakan benda gadai, pemberi gadai 

berhak menuntut pengembalian benda gadai’. Disini menunjukan 

bahwa hak gadai dapat hapus demi hukum apabila pemegang 

gadai menyalahgunakan gadai. 

5. Karena debitur melepaskan benda gadai secara sukarela. 

Dalam pasal 1152 ayat (2)[13] KUHPerdata dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada hak gadai apabila barang gadai kembalu dalam 
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kekuasaan pemberi gadai. Hal ini berarti pemegang gadai harus 

menguasai secara fisik benda gadai (asas inbezitstelling). Apabila 

kreditur melepaskan penguasaan terhadap benda gadai, maka hak 

gadai menjadi hapus. 

6. Karena pelaksanaan eksekusi. 

Dengan melaksanakannya pelelangan (parate eksekusi), maka 

kekuasaan atas benda gadai telah berpindah pada orang lain. Oleh 

karena itu hak gadai menjadi hapus. 

 

2.2 Lelang 

2.2.1    Pengertian Lelang 

Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Sub 17 Undang- 

Undang Nomor 19 Tahun 2000[14] tentang Penagihan Pajak Dengan 

Surat Paksa dijelaskan bahwa lelang adalah penjualan barang dimuka 

umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan tertulis melalui 

usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Lelang merupakan 

penjualan di hadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas-

mengatasi) yang dipimpin oleh pejabat lelang. Secara terminologi 

lelang yaitu jual beli yang dilakukan dengan proses penawaran barang 

di tengah keramaian, lalu para pembeli saling menawarkan dengan 

harga tertinggi sampai kepada batas harga tertinggi yang 

ditawarkannya, lalu terjadilah transaksi dan si pembeli bisa 

mengambil barang yang dijual. 
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Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) keputusan Menteri Nomor 

337/KMK.01/2000[15] lelang adalah penjualan barang yang dilakukan 

di muka umum, termasuk melalui media elektronik, dengan cara 

penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau dengan 

penawaran harga yang semakin menurun, dan penawaran harga secara 

tertulis yang dilalui dengan usaha mengumpulkan para peminat. 

Menurut Salim yang dikutip oleh Fahruzi (2015)[16] lelang atau 

penjualan dimuka umum adalah suatu penjualan barang yang 

dilakukan didepan khalayak ramai dimana harga barang-barang yang 

ditawarkan kepada pembeli setiap saat semakin meningkat.  

Dari beberapa pendapat diatas maka diambil kesimpulan 

bahwa lelang merupakan penjualan barang yang terbuka untuk umum 

yang dilakukan dihadapan pejabat lelang, guna mencapai harga 

tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang dimana tiap 

penawarannya semakin naik. 

 

2.2.2 Dasar Hukum Lelang 

Lelang merupakan salah satu transaksi jual beli, walaupun 

dengan cara yang berbeda tetap mempunyai kesamaan dan syarat-

syaratnya sebagaimana diatur dalam jual beli secara umum. Peraturan 

menteri keuangan tentang petunjuk pelaksanaan lelang yang dikutip 

oleh Fahruzi (2012:31)[16]. Dalam peraturan menteri keuangan ini 

yang dimaksudkan dengan: 
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1. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan 

penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin 

meningkat atau menurun untuk mencapau harga yang tertinggi, 

yang didahulukan dengan pengumunan lelang.  

2. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijual secara lelang. 

3. Pengumuman lelang adalah pemberitahuan kepada masyarakat 

tentang akan adanya lelang dengan maksud untuk 

menghimpunpeminat lelang dan pemberitahuan kepada pihak 

yang berkepentingan. 

4. Lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau 

penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang 

dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan 

dalam peraturan perundang-undangan. 

5. Lelang non eksekusi wajib adalah untuk melaksanakan penjualan 

barang yang diharuskan dijual secara lelang. 

6. Lelang noneksekusi wajib adalah lelang atas barang milik swasta, 

orang atau badan hukum usaha yang dilelang secara sukarela. 

2.2.3   Jenis-Jenis Lelang 

Jenis lelang berbeda satu sama lain sesuai dengan kategorinya, 

namun secara garis besar, jenis lelang dapat dikelompokan sebagai 

beriku oleh Fahruzi[16] : 

1. Lelang eksekusi adalah lelang yang dilakukan guna pelaksanaan 

titel eksekurial, termsuk dalam lelang eksekusi ini adalah lelang 
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pelaksaanaan keputusan pengadilan atau eksekusi pengadilan, 

lelang harta pailit, lelang eksekusi hak tanggungan, lelang aset 

fidusia, lelang eksekusi barang rampasan, kejahatan, lelang 

barang yang tidak atau dikuasai negara, lelang lelang eksekusi 

pajak, dan lainnya. 

2. Lelang Non Eksekusi Wajib adalah untuk melaksanakan 

penjualan (biasanya oleh BUMN, BUMD, atau instansi 

pemerintah non PNS) yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

undangan yang berlaku untuk dijual melalui lelang. Contohnya: 

lelang barang milik negara atau daerah, lelang barang milik badan 

usaha milik negadara atau daerah, lelang milik badan 

penyelenggara jaminan sosial, lelang barang milik negara yang 

berasal dari aset eks kepabean dan cukai. 

3. Lelang Non eksekusi Sukarela adalah lelang untuk melaksanakan 

penjualan barang milik perorangan, kelompok masyarakat atau 

badan swasta yang dilelang secara sukarela oleh pemiliknya, 

termasuk BUMN atau BUMD berbentuk persero. Contohnya: 

barang-barang seni seperti likisan, barang antik, lelang ikan yang 

diperoleh dari nelayan ada yang dijual secara langsung ada yang 

melalui TPI (tempat pelelangan ikan). 

 

2.2.4   Syarat-Syarat Lelang 

Menurut pendapat dari Basyir yang dikutip oleh Fitri Wahyuni 
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(2018)[17] bahwa penjualan barang jaminan yang dijadikan sebagai 

jaminan pada saat jatuh tempo dengan melalui cara pelelangan 

diperbolehkan, tetapi dengan syarat sebagai berikut: 

1. Pemberi pembiayaan terlebih dahulu mencari tahu keadaan 

nasabah atau mencari tahu penyebab nasabah belum melunasi 

utangnya. Karena banyak nasabah yang tidak mau melunasi 

utangnya dengan berbagai alasan. 

2. Nasabah diberi kesempatan untuk memperpanjang tenggang 

waktu pembayarannya, guna untuk menghindari pelelangan atas 

barang jaminan nasabah tersebut. 

3. Apabila pemberi pembiayaan benar-benar membutuhkan dana 

atau uang dan nasabah belum melunasi pinjamannya, pemberi 

pembiayaan atau pihak bank berhak untuk menjual barang 

jaminan dan kelebihan uangnya dikembalikan kepada nasabah. 

 

2.2.5   Faktor-faktor Terjadinya Lelang  

Faktor penyebab nasabah tidak melaksanakan kewajibannya 

adalah sebagai berikut: 

1. Kondisi ekonomi nasabah yang rendah. 

2. Kemauan nasabah untuk membayarkan hutangnya sangat rendah. 

3. Nilai jaminan lebih kecil dari hutang pokok karena harga barang 

yang mengikuti harga pasar. 

4. Pembiayaan yang diterima nasabah disalahagunakan. 
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5. Kurangnya pembinaan kreditur terhadap nasabah. 

 

2.2.6   Tata Cara Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan 

Tata cara pelaksanaan lelang adalah sebagaimana diatur dalam 

ketentuan pelaksanaan lelang menurut pasal 1155 KUHPerdata[18] ada 

4 tahap. 

Menurut pasal 1155, yang berisi: “Bila oleh pihak-
pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka debitur dan 
pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban, setelah lampaunya 
jangka waktu yang ditentukan, setelah dilakukan peringatan 
untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan 
tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk 
menjual barang gadainya dihadapan umum menurut 
kebiasaan-kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang 
lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan 
bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu”. 

 
Penjualan benda jaminan itu berhubungan dengan penuntutan 

pelunasan atas jaminan yang diberikan kepada pemberi gadai. 

Pemberitahuan dengan telegraf atau dengan surat tercatat berlaku 

sebagai suatu pemberitahuan yang sah. Kedua ketentuan yang diatur 

dalam pasal 1155 dan pasal 1156 KUHPerdata, sebelum kreditur 

menyuruh menjual benda yang digadaikan, maka ia harus 

memberitahukan terlebih dahulu mengenai maksudnya tersebut 

kepada debitur atau pemberi gadai. Pemberitahuan berikut akan 

berlaku sah manakala dalam perjanjian pokok dan perjanjian gadainya 

telah ditentukan suatu jangka waktu, dan jangka waktu tersebut telah 

lampau sedangkan debitur sendiri telah tidak memenuhi kewajibannya 
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tersebut.  Berikut tahap pelaksanaan lelang menurut pasal 1155 

KUHP: 

1. Peringatan 

Sebelum melakukan pelelangan Pihak gadai atau kreditur wajib 

memberi peringatan kepada nasabah ketika sudah jatuh tempo agar 

untuk segera membayar hutangnya. 

2. Persiapan lelang 

Setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal 

tidak ada ketentuan jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk 

menjual atau jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk menjual 

atau dengan kata lain melelang barang jaminan tersebut. 

3. Pelaksanaan lelang hasil lelang 

Pelaksanaan lelang harus dihadapan umum atau ditempat terbuka 

menurut kebiasaan setempat serta syarat-syarat yang lazim berlaku 

dengan tujuan agar jumlah utang dengan bunga dan biaya dapat 

dilunasi dari hasil penjualan itu. 

4. Hasil lelang 

Sebagai suatu perusahaan yang bersifat komersil, perusahaan 

melaksanakan lelang barang jaminan untuk melunasi pinjaman, dan 

menghindari terjadinya kredit macet. 
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2.3    Jaminan 

2.3.1   Pengertian Jaminan 

Jaminan berasal dari kata jamin yang berarti tanggung 

sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan. Tanggungan 

yang dimaksud disini adalah tanggungan atas segala perikatan 

seseorang. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata 

yang dikutip oleh Putra (2017:4)[19] menyebutkan bahwa jaminan 

adalah segala kebendaan milik si berutang, baik yang bergerak 

maupun yan tidak bergerak, baikyang sudah ada maupun yang sudah 

ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan 

perseorangan.  

Rachmadi Usman[19] memberikan pengertian jaminan sebagai 

suatu sarana perlindungan keamanan kreditur, yaitu kepastian akan 

pelaksanaan utang debitur atas pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur 

atau oleh pinjaman debitur. Jaminan merupakan agunan, dalam 

konstruksi ini Agunan merupakan jaminan tambahan (accesoir). 

Tujuan agunan adalah untuk mendapatkan fasilitas dari bank. Jaminan 

ini diserahkan oleh debitur kepada bank. Unsur-unsur dari agunan, 

yaitu[20] : 

1. Jaminan tambahan. 

2. Diserahkan oleh debitur kepada bank 

3. Untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat diambil kesimpulan 



28 

 

 

bahwa jaminan merupakan kemampuan nasabah untuk memenuhi 

atau melunasi utangnya kepada pihak bank, yang dilakukan dengan 

cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai 

tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima nasabah terhadap 

pembiayaan yang disalurkan. 

 

2.3.2 Sifat Perjanjian Jaminan 

Menurut Sutarno (2018:4)[21] jaminan gadai mempunyai sifat 

accesoir (perjanjian tambahan) artinya jaminan gadai bukan 

merupakan hak yang berdiri sendiri tetapi keberadaannya tergantung 

perjanjian pokoknya yaitu berupa perjanjian pinjaman uang, jadi ada 

atau tidaknya hak gadai tergantung ada tidaknya piutang yang 

merupakan perjanjian pokoknya. Dengan demikian hak gadai akan 

hapus jika perjanjian pokoknya hapus. Beralihnya piutang membawa 

serta beralihnya hak gadai, haka gadai berpindah kepada orang lain 

bersama-sam dengan piutang yang dijamin dengan hak gadai tersebut, 

sehingga haka gadai tidak mempunyai kedudukan yang berdiri 

senidiri melainkan accesoir terhadap perjanjian pokoknya. Perjanjian 

pinjam uang atau kredit dapat dibuat dengan akta dibawah tangan atau 

akta otentik. 
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2.3.3 Jenis-Jenis Jaminan 

Hukum perdata mengenal jaminan yang bersifat kebendaan 

dan jaminan yang bersifat perorangan. Dimana dijelaskan sebagai 

berikut:[22] 

1. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas 

sesuatu benda yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Adanya hubungan langsung antara pemilik dengan bendanya. 

b. Dapat dipertahankan terhadap siapapun. 

c. Selalu mengikuti bendanya. 

d. Dapat dialihkan. 

Jaminan kebendaan terdiri dari benda bergerak dan benda tak 

bergerak (misalnya tanah dan bangunan diatasnya). Jaminan benda 

bergerak terdiri dari benda bergerak bertubuh (misalnya kendaraan, 

mesin-mesin dan sebagainya) dan benda tak bergerak bertubuh 

(misalnya surat berharga, piutang dagang). 

2. Jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan 

langsung terhadap perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan 

terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan penanggung 

secara keseluruhan. Jaminan perorangan terdiri dari jaminan 

orang atau manusia. Dan jaminan orang menurut hukum atau 

badan hukum. 
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2.3.4 Fungsi Barang Jaminan 

Adapun kegunaan dari barang jaminan diantara lain adalah 

memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan 

pelunasan dari hasil penjualan barang jaminan. Apabila nasabah 

melakukan cidera janji, yaitu tidak membayar kembali hutangnya 

pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian, maka dengan 

jaminan tersebut diharapkan nasabah dapat mengelola usahanya 

dengan baik sehingga memperoleh pendapatan bisnisnya guna 

melunasi pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan dan juga 

memberi dorongan kepada nasabah untuk memenuhi perjanjian 

pembiayaan. Khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai 

dengan persyaratan yang telah disetujui agar ia tidak kehilangan 

kekayaan yang telah dijaminkan oleh bank. 

 

2.4 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 
Sumber: hasil kajian penulis, 2021. 
 

No Nama Peneliti Variabel 
Metode 

Penelitian Hasil Penelitian 

1 Syahputra 

Novian (2016) 

“Hak dan 

Kewajiban 

Barang Jaminan 

Yang Dilelang 

Oleh PT. 

Hak dan 

kewajiban 

pemilik 

barang 

jaminan yang 

dilelang 

Analisis 

Deskriptif 

kualitatif 

Hak pemilik barang 

jaminan yang dilelang 

oleh PT. Pegadaian 

adalah apabila hasil 

pendapatan lelang barang 

jaminan terdapat uang 

kelebihan yang telah 
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Pegadaian 

(Persero) Cabang 

Kota Palembang 

dikurangi dengan uang 

pinjaman, sewa modal 

dan biaya lelang. 

2 Adhi YP (2005) 

“Lelang Barang 

Jaminan Dalam 

Perjanjian 

Hutang Piutang 

Pada Perum 

Pegadaian 

Cabang 

Unggaran” 

Lelang 

Barang 

Jaminan 

Dalam 

Perjanjian 

Hutang 

Piutang 

Analisis 

Deskriptif 

Kualitatif 

Berdasarkan hasil dan 

pembahasan apabila 

dengan batas waktu 

penulisan yang 

ditentukan nasabah tidak 

melunasi pinjaman pokok 

maka perum pegadaian 

berhak untuk melelang 

barang jaminan gadai. 

3 Rosy Novita Sari 

(2018)  “Evaluasi 

Sistem Lelang 

Barang Gadai 

Emas  Pada PT. 

Pegadaian 

(PERSERO) 

Cabang 

Dinoyotangsi 

Evaluasi 

Sistem 

Lelang 

Barang Gadai 

Emas  

Analisis 

Deskriptif 

Kualitatif 

Pelaksanaan lelang PT. 

Pegadaian Cabang 

Dinoyotangsi ini ada dua 

periode dan masing-

masing jangka waktu 

hingga jatuh tempo 

adalah empat bulan atau 

120 hari. Periode kredit 

pertama tanggal 1-15 dan 

akan dilelang pada 

tanggal 18-22 bulan 

kelima. Periode kedua 

dari tanggal 16-31, maka 

dilelang pada tanggal 3-7 
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bulan keenam dan waktu 

eksekusinya hanya satu 

hari. 

4. Ropikoh Rambe 

(2020) “Analisis 

Pelaksanaan 

Lelang Barang 

Jaminan Pada PT 

Bank Muamalat 

Indonesia Tbk. 

Kantor Cabang 

Padangsidimpua

n”.  

Pelaksanaan 

lelang barang 

jaminan gadai 

Deskriptif 

kualitatif 

Nasabah yang tidak dapat 

memenuhi hutangnya 

pada waktu yang sudah 

ditentukan maka barang 

jaminan akan dilelang 

sebelumnya pihak bank 

telah memberikan 

peringatan sebanyak 3 

kali dan memberikan 

keringanan kepada 

nasabah. Apabila dalam 

jangka waktu tersebut 

nasabah masih tidak dapat 

melunasi maka pihak 

Bank akan mengajukan 

lelang kepada pihak 

KPKLN untuk 

dilaksanakan lelang. 

5. Zainal Arifin dan 

Siti Zubaidah 

(2020) “Analisis 

Pelelangan 

Barang Jaminan 

Di PT Pegadaian 

(Persero) Syariah 

Jember” 

Pelelangan 

barang 

jaminan gadai 

Deskriptif 

kualitatif 

Proses pelaksanaan lelang 

barang jaminan pada PT 

Pegadaian cabang 

Jember, dilakukan secara 

terbuka dihadapan umum, 

lelang dilakukan 

dikarenakan nasabah 

tidak dapat melunasi 

hutangnya dalam jangka 
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waktu yang sudah 

ditentukan. PT Pegadaian 

dalam melaksanakan 

lelang sudah menetapkan 

jadwal juga tanggal akan 

dilaksanakannya lelang. 



 

 

34 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat pada PT Gadai Prima Nusantara 

Sangkuriang Kantor Cabang Tegal, yang beralamat di Jalan Pala Raya No. 11 

RT. 002 RW. 005 Kec. Kramat Kab. Tegal. 

 

3.2 Waktu Penelitian 

Peneliti melaksanakan penelitian selama kurun waktu 3 bulan, 

terhitung dari tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan 25 Februari 2021. 

 

3.3 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai sebagai 

berikut: 

Data Kualitatif menurut Sugiyono (2016)[23] “Data Kualitatif adalah 

data yang terbentuk kata, skema, dan gambar. Data kualitatif pada penelitian 

ini adalah data berupa catatan atau dokumen perusahaan mengenai 

pelaksanaan lelang pada PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang Kantor 

Cabang Tegal terkait dengan pelaksanaan lelang jaminan gadai. 
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3.4 Sumber Data 

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Data Primer 

Data primer menurut Muhadi (2013:9)[21] yaitu data yang diperoleh 

langsung atau dalam hal ini diperoleh langsung dari perilaku responden 

data ini berupa, hasil wawancara dengan kepala cabang atau yang 

berwenang berkaitan dengan pelaksanaan lelang saat ini pada PT Gadai 

Prima Nusantara Sangkuriang Kantor Cabang Tegal. 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder menurut Muhadi (2013:9)[21] yaitu data yang diperoleh 

langsung dari masyarakat atau dalam hal ini diperoleh langsung dari 

perilaku responden merupakan data yang diperoleh dari studi 

dokumentasi yang berupa hasil penelitian dari literatur-literatur, buku-

buku, teori-teori atau pendapat-pendapat ahli, peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam hal 

ini data sekunder yang diperoleh berupa kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

93/PMK.06/2010, peraturan menteri keuangan. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan dalam 

penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan penulis ialah sebagai 
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berikut : 

1. Observasi 

Menurut Sugiyono (2012:145)[22] “Observasi yaitu teknik pengumpulan 

data yang berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala 

alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar”. Observasi 

dalam penelitian ini dilakukan secara langsung pada instansi dengan 

pengumpulan data yang berkaitan dengan penyusunan tugas akhir ini.  

2. Wawancara 

Menurut Suliyanto (2006:137)[23] “Wawancara merupakan teknik 

pengambilan data dimana peneliti langsung berdialog dengan responden 

untuk menggali informasi dari responden”. Dalam penelitian ini yaitu 

wawancara dengan kepala cabang untuk mendapatkan informasi yang 

diperlukan yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang 

jaminan gadai. 

3. Studi Pustaka 

Menurut Sugiyono (2012:291)[22] “Studi Pustaka merupakan kajian 

teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma 

yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti”. Studi pustaka sangat 

penting dalam melakukan penelitian, hal ini yang dapat menunjang dalam 

penyusunan Tugas Akhir. 

4. Dokumentasi 

Menurut Suharsimi Arikunto[25] “Dokumentasi dari asal katanya 

dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan 
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metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti 

buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, 

catatan harian dan sebagainya”. Dokumentasi dalam penelitian ini 

merupakan buku, catatan lapangan, dokumen resmi, dokumen pribadi 

yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. 

 

3.6 Metode Analisis Data  

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik 

analisis deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah metode yang 

dilakukan dengan cara menganalisis dan mendeskripsikan hasil penelitian 

menjadi satu kesimpulan. Data-data yang telah peneliti kumpulkan dari 

penelitian langsung  maupun literatur akan dijabarkan melalui analisa guna 

memperoleh jawaban atas rumusan masalah yang ada. 

Metode analisis data kualitatif menurut Rijali (2018)[25] terdapat 4 

(empat) tahapan yang saling berhubungan satu sama lain. Secara berurutan 

analisis data dalam riset kualitatif dimulai dari tahap pengumpulan data, 

reduksi data, penarikan dan penyimpulan hasil penelitian. Adapun 

penjelasannya sebagai berikut: 

1. Proses Pengumpulan Data  

Proses pengumpulan data di riset kualitatif dapat dilakukan dengan 

berbagai cara yang didapatkan dengan terjun langsung ke lapangan. 

Caranya bisa melalui pengamatan atau observasi, kuesioner, wawancara 

mendalam dengan objek penelitian, pengkajian dokumen. 
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2. Reduksi Data 

Dalam tahap ini. Data-data mentah akan disaring. Peneliti memilih data 

manasaja yang paling relevan untuk dipakai dalam mendukung penelitian. 

Data kualitatif bisa diperoleh dari wawancara dan observasi. Sehingga, 

pemilihan diperlukan untuk memudahkan kategori data. Jadi data yang 

telah disaring akan dikategorikan sesuai kebutuhan. Misalnya, dalam 

penelitian, data dibagi berdasarkan kategori informasi atau lokasi 

penelitian. 

3. Penyajian Data 

Usai data direduksi dan dikategorisasi, selanjutnya masuk ke penyajian 

data. Dalam tahapan ini, peneliti merancang deretan dan kolom sebuah 

matriks data kualitatif dan menentukan jenis maupun bentuk data yang 

akan dimasukan dalam matriks-matriks itu. Contohnya yaitu: data 

disajikan dengan naratif, bagan, flowchart, diagram dan sebagainya. Data 

disusun menjadi satu agar mudah dibaca. 

4. Simpulan Atau Penarikan Kesimpulan 

Setelah tiga proses tersebut terlampaui, maka langkah terakhir adalah 

mengambil kesimpulan. Isi kesimpulan harus mencakup semua informasi 

penting yang ditemukan dalam penelitian. Bahasa yang dipakai untuk 

memaparkan kesimpulan juga harus mudah dipahami dan tidak berbelit-

belit. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang 

4.1.1 Sejarah PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang Cabang Tegal  

PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang merupakan sebuah 

perusahaan swasta. Awal berdirinya perusahaan dirintis oleh Bapak 

Karudin Widjaja dan Bapak Totok Supraptono, perusahaan ini bernama  

CV. Prima Perkasa pada tanggal 27 Maret 2011 yang beralamatkan di 

Jalan Totem 7 Blok B N0. 5-7 Kel. Sadeng Kec. Gunung Pati Kota 

Semarang dengan ijin usaha nomor : 517/ 2124 / 11.01 / PK / VII / 2018 

kemudian setelah berjalan selama 8 tahun. Mengikuti aturan OJK 

(Otoritas Jasa Keuangan) pada nomor 31/ PJOK.05/ 2016 yang 

mengharuskan berbadan hukum Perseroan Terbatas. Pada akhir tahun 

2019 CV. Prima Perkasa berganti nama menjadi PT Gadai Prima 

Nusantara Sangkuriang yang beralamatkan di Yogyakarta yang 

sekaligus menjadi kantor pusat dan training karyawan baru.  

PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang memiliki 8 cabang 

yang tersebar di daerah Cirebon, Sumber, Pemalang, Tegal, 

Purwokerto, Purbalingga, Semarang, dan Mijen. Untuk daerah Tegal 

tersendiri berdiri pada tahun 2016 yang terletak di Jalan Pala Raya No. 

11 Desa Mejasem Barat Kec. Kramat Kab. Tegal. PT Gadai Prima 

Nusantara Sangkuriang sangat diterima baik oleh masyarakat karena 
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usaha ini sudah terdaftar dalam Lembaga Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) dengan nomor 001/PP/02/2018 jadi masyarakat tidak perlu 

khawatir dengan jumlah bunga yang besar serta keamanan barang yang 

digadaikan. Serta syarat yang mudah hanya dengan menggunakan KTP 

(Kartu Tanda Penduduk) masyarakat bisa mendapat pinjaman sesuai 

dengan taksiran barang yang digadaikan. 

PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang hanya menerima barang 

elektronik saja seperti TV LED, TV LCD, HP Android, Notebook, 

Laptop, Proyektor, Kamera, dan juga Keyboard. Adapun peraturan 

gadai yang ada di PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang kantor 

cabang Tegal yaitu sebagai berikut:  

1. Gadai diberikan atas barang bergerak. 

2. Objek gadai yang dititipkan adalah milik pribadi. 

3. Pemilik gadai menitipkan objek gadai di “Prima Gadai Tegal”. 

4. Nilai taksir objek gadai ditentukan oleh pihak “Prima Gadai Tegal”. 

5. Pemilik gadai menerima uang sejumlah tertentu sesuai dengan nilai 

perhitungan / taksiran dari objek gadai yang dititipkan.  

6. Pemilik gadai berkewajiban membayar sewa gadai berdasarkan 

ketentuan yang berlaku, dengan jangka waktu tertentu yang sudah 

disepakati bersama.  

7. Toleransi pembayaran sewa gadai adalah 7 (tujuh) hari kalender dari 

waktu jatuh tempo sewa gadainya, dan dapat diperpanjang dengan 

jangka waktu tertentu. 
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8. Apabila dalam waktu yang sudah ditentukan pemilik gadai tidak 

bisa menebus objek gadai dan atau membayar sewa gadainya maka 

dengan sendirinya objek gadai menjadi milik pemegang gadai, 

dalam hal ini “Prima Gadai Tegal” sepenuhnya. 

9. “Prima Gadai Tegal” bertanggung jawab penuh terhadap objek 

gadai yang dititipkan selama masa sewa gadai. 

4.1.2 VISI dan MISI PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang  

Adapun visi dan misi dari PT Gadai Prima Nusantara 

Sangkuriang sebagai berikut: 

a. Visi 

Menjadi perusahaan yang utama di bidang jasa penggadaian 

(swasta) dengan memberikan pelayanan yang terpercaya, terbaik 

dan memberikan kemudahan kepada masyarakat. 

b. Misi 

1. Membantu meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi masalah 

keuangan masyarakat. 

2. Pengembangan produk sesuai kebutuhan pasar dengan rancang 

bangun Teknologi Informasi yang terintegrasi.  

3. Optimalisasi jaringan outlet dengan pelayanan prima. 

4. Memberi manfaat kepada seluruh pemangku kepentingan. 

5. Meningkatkan kualitas asset yang sehat, dan sistem operasional 

yang handal. 

6. Membangun mitra bisnis yang unggul dan terpercaya. 
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SLOGAN 

“MENGATASI MASALAH DENGAN CEPAT” 

4.1.3 Tiga Nilai Semangat Kerja Karyawan PT Gadai Prima Nusantara 

Sangkuriang 

PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang memiliki tiga semangat kerja : 

1. Integritas  

Kami perusahaan yang dapat dipercaya. Karena itu kami harus 

bertaqwa, penuh dedikasi, jujur, selalu menjaga kehormatan, dan 

nama baik, serta taat pada kode etik perbankan dan peraturan yang 

berlaku. 

2. Profesionalisme  

Kami perusahaan handal dan prudent. Karena itu kami harus 

bertanggung jawab, efektif, efisien, disiplin, dan berorientasi ke 

masa depan dalam mengantisipasi perkembangan, tantangan, dan 

kesempatan. 

3. Kepuasan Nasabah 

Kami yakin keberhasilan PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang 

sangat dipengaruhi oleh kepuasan nasabah. Karena itu kami harus 

memenuhi kebutuhan dan memuaskan nasabah dengan memberikan 

pelayanan yang terbaik, dengan tetap memperhatikan kepentingan 

perusahaan, dengan dukungan SDM (Sumber Daya Manusia) yang 

terampil, ramah, senang melayani dan didukung teknologi unggul. 
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4.1.4 Struktur Organisasi PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang  

PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang mempunyai struktur 

organisasi yang mencakup semua tugas dan wewenang bagian masing-

masing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT Prima Gadai Nusantara Sangkuriang 

Sumber: PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang 
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4.1.5 Tugas Pokok dan Wewenang 

1. Dewan Komisaris 

Akan memberikan pengawasan terhadap kinerja direktur maupun 

kinerja perusahaan secara keseluruhan. 

2. Direktur 

a. Menyusun struktur organisasi yang jelas, menetapkan tugas dan 

tanggung jawab masing-masing unit di dalam struktur organisasi 

tersebut dan memastikan kualitas serta kuantitas sumber daya 

manusia. 

b. Menyusun dan menjalankan rencana bisnis yang telah dibuat 

bersama meliputi strategi jangka pendek, menengah dan panjang 

untuk perusahaan. 

c. Memberikan persetujuan akhir serta melakukan evaluasi 

terhadap menejemen resika secara berkala. 

3. Manajer Operasional 

a. TugasPokok: Melakukan semua kegiatan yang berkaitan dengan 

strategi, kebijakan, dan teknis operasional outlet untuk mencapai 

target yang ditetapkan secara efisien, efektif, dan optimal. 

Memberikan masukan kepada manajemen (owner) atas semua 

akses yang berkaitan dengan fungsi pemutusan pinjaman, 

pengelolaan operasional outlet, sehingga dapat dibuat keputusan 

yang tepat dan cepat.  

b. Wewenang: bertanggung jawab atas segala urusan pengelolaan 
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operasional outlet, mulai dari strategi promosi internal audit, 

pelelangan barang gadai, penanganan, dan pemeliharaan asset 

outlet, penanganan barang dalam outlet dan sumber daya 

manusianya. Memastikan semua hal dan pekerjaan sesuai 

dengan kebutuhan dan anggaran yang telah disepakati atau 

ditetapkan. 

4. HRD (Human Resources development) 

a. Tugas Pokok: melakukan komunikasi yang baik dengan atasan 

dan karyawan. Membuat SOP (standar operasional perusahaan), 

Job Desk dan peraturan untuk semua karyawan dan staff. 

Melakukan rekrutmen karyawan dan training terhadap karyawan 

baru. Membuat kontrak kerja karyawan serta memperbarui masa 

berlakunya kontrak kerja. Memonitoring kinerja karyawan di 

outlet serta mengevaluasi kehadiran karyawan. Memberikan 

jaminan perlindungan terhadap karyawan.  

b. Wewenang: bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan 

sumber daya manusia. Dalam hal ini termasuk perencanaan, 

pelaksanaan dan pengawasan sumber daya manusia. 

Bertanggung jawab penuh dalam proses rekrutmen karyawan, 

mulai daei mencari calon karyawan, wawancara hingga seleksi. 

Melakukan tindak disipliner pada karyawan yang melanggar 

peraturan atau kebijakan perusahaan. 
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5. Accounting 

a. Tugas Pokok: membuat pembukuan keuangan kantor. 

Melakukan penjurnal operasional serta mencatat segala 

pemasukan dan pengeluaran dari operasional perusahaan. 

Membayar gaji dan staff serta mencatat kasbon karyawan. 

Membuat laporan pajak. 

b. Wewenang: merencanakan, mengendalikan, dan membuat 

keputusan atas semua aktivitas akuntansi. Mengkoordinir, 

mengatur dan mengawasi kegiatan keuangan di perusahaan. 

Menetapkan besarnya anggaran yang dibutuhkan setiap divide. 

Menerima laporan arus kas yang keluar dari atau masuk ke 

perusahaan. 

6. Penaksir 

a. Tugas Pokok: melakukan proses pekerjaan penilaian barang dan 

memberikan laporan mengenai barang tersebut. 

b. Wewenang: bertanggung jawab terhadap proses pekerjaan 

penilaian barang beserta laporannya. 

7.  Administrasi 

a. Tugas Pokok: pengumpulan dan penyusunan dokumen  terkait 

administrasi outlet. 

b. Wewenang: mengerjakan dan melakukan supervise sehubungan 

dengan administrasi outlet. 
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8. CS (Customer Service)  

a. Tugas Pokok: melayani kebutuhan nasabah serta menjelaskan 

program beserta prosedur outlet kepada nasabah. 

b. Wewenang: melakukan penerapan Know Your Customer (KYC) 

serta memberikan edukasi kepada nasabah agar nasabha 

memiliki kepahaman yang memadai mengenai produk atau 

aktivitas yang diberikan perusahaan. 

9. Kepala Cabang  

1. Menjaga kebersihan diri dan berpenampilan menarik sesuai 

standar. 

2. Peduli dengan kebersihan area kerja dan lingkungan kerja dan 

mendukung semua kegiatan di lingkungan kerja. 

3. KaCab wajib mengadakan meeting setiap minggu dan 

melaporkan hasil dan pelaksanaan meeting tersebut kepada 

HRD. 

4. Mengawasi kinerja tim CS. 

5. KaCab bertanggung jawab mengatur keuangan kantor cabang. 

6. Memberikan laporan rutin harian kepada accounting. 

7. Mempersiapkan peralatan kerja dengan baik. 

8. Setiap akhir bulan kacab wajib membuat dan mengatur jadwal 

off kemudian melaporkan kepada HRD paling lambat setiap 

tanggal 26 (bila jatuh pada tanggal merah dimajukan satu hari). 

9. Memeriksa dan melakukan penaksiran harga barang. 
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10. Melakukan koordinasi yang baik dengan seluruh tim cabang dan 

pusat. 

11. Kacab bertanggung jawab pada target yang ditentukan oleh 

kantor pusat. 

12. Apabila tidak mencapai target selama 6x berturut-turut maka 

uang tunjangan jabatan akan dipotong. 

13. Apabila tidak mencapai target selama 12x berturut-turut maka 

uang tunjangan jabatan akan dipotong dua kali lipat. 

14. Apabila tidak dapat mencapai target lebih dari 12x berturut-turut 

maka posisi jabatan akan dipertimbangkan. 

15. Mempromosikan jasa penggadaian kepada masyarakat. 

16. Kacab wajib membuat program promo pada hari raya. Contoh 

(Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal, dan Libur Sekolah). 

17. Menjawab telepon , menerima SMS atau WA *(tidak lebih dari 

10 menit). 

18. Kacab wajib melakukan cek email yang masuk setiap hari. 

19. Kacab wajib menyimpan data atau bukti WA/SMS/TF dari dan 

untuk nasabah. 

20. Menerima dan menangani keluhan nasabah. 

 

4.2 Hasil Penelitian 

Hasil Analisis Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Di PT 

Gadai Prima Nusantara Sangkuriang Cabang Tegal. 
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4.2.1 Penyebab Terjadinya Lelang Barang Jaminan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala cabang berikut 

penulis rangkum beberapa penyebab barang jaminan nasabah yang 

harus PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang lelang antara lain: 

1. Nasabah mengalami kesulitan ekonomi. 

Pada nasabah yang kesulitan ekonomi bukan tidak mau untuk 

membayar hutangnya, akan tetapi sering dijumpai di lapangan 

kondisi ekonomi dari nasabah yang kurang mendukung saat jatuh 

tempo. 

2. Nilai barang jaminan lebih kecil dari hutang pokok. 

Pada saat dilakukan penilaian atau taksiran oleh petugas bagian 

penaksiran, bahwa objek jaminan yang dimilik oleh nasabah 

dianggap cukup untuk membayar utang pokok apabila nasabah 

tidak mampu membayar pinjaman. Namun, dalam kenyataanya 

pada saat dilakukan lelang nilai jaminan itu tidak cukup untuk 

melunasi pinjamannya. Jadi nasabah kemungkinan akan berpikir 

tidak perlu menebus barang jaminan tersebut karena resiko 

kerugian adalah tanggungan perusahaan ketika barang jaminan 

sudah melalui proses lelang. 

3. Kurangnya ketegasan kreditur terhadap nasabah. 

Dalam pemberian kredit kepada nasabah pihak PT Gadai Prima 

Nusantara Sangkuriang Cabang Tegal terlalu mudah memberikan 
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pinjaman tetapi kurang menekankan pada syarat dan akibat hukum 

apabila nasabah tidak dapat melunasi hutangnya.  

 

4.2.2 Analisis penetapan barang jaminan lelang 

Lelang barang jaminan gadai pada PT Gadai Prima Nusantara 

Sangkuriang Cabang Tegal, apabila nasabah telah melewati jatuh 

tempo yang telah ditentukan. Jatuh tempo adalah batas akhir waktu 

dimana nasabah harus menebus barang jaminannya. Tanggal jatuh 

tempo dihitung 14 atau 30 hari dari tanggal kredit sesuai dengan 

permintaan nasabah pada awal perjanjian pinjaman. Maka, ketika 

nasabah dalam jangka waktu tersebut tidak menebus barang jaminan 

tersebut akan dilelang. Meskipun demikian, agar barang jaminannya 

tidak dilelang nasabah dapat melakukan perpanjangan waktu 

pinjamannya dengan membayar sewa modalnya yang selama 14 atau 

30 hari itu saja dan setelah jatuh tempo itu nasabah juga diberu masa 

tenggang sebelum dilaksanakan lelang. 

PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang dalam hal ini 

berusaha agar barang jaminan nasabah tidak harus dilelang. Oleh 

sebab itu PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang akan terlebih dahulu 

memberikan peringatan memberi tahu kepada nasabah melalui pesan 

singkat baik SMS, telepon, maupun whatsapp pada nomor telepon 

yang tertera pada buku tagihan. Namun apabila nasabah tidak 

merespon atau melakukan perpanjangan, dengan terpaksa pihak PT 
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Gadai Prima Nusantara Sangkuriang akan melelang barang jaminan 

tersebut. 

 

4.2.3 Analisis Tahap Pelaksanaan Lelang PT Gadai Prima Nusantara 

Sangkuriang  

Berdasarkan pada SOP (Standar Operasional Perusahaan) 

Untuk pelaksanaan lelang PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang 

hanya ada di kantor pusat yang bertempatan di Kota Semarang. Lelang 

dilaksanakan setelah diberi tenggang waktu pelelangan 7 hari dari 

tanggal jauh tempo. Pihak operasional sebulan sekali akan datang ke 

kantor cabang untuk mengambil barang nasabah yang akan dilelang 

karena tidak memenuhi kewajibannya. Pelaksanaan lelang dipusat 

tidak dilakukan dihadapan umum. 

Adapun tahap-tahap pelaksanaan lelang barang jaminan gadai 

pada PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang Cabang Tegal antara 

lain: 

1. Peringatan  

Pada tahap awal PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang 

sebelumnya telah memberikan peringatan apabila nasabah tidak 

ada itikat baik dari nasabah keputusan akhir adalah barang jaminan 

nasabah akan ditetapkan sebagai barang lelang. 
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2. Persiapan Lelang 

a. Paling lambat 7 hari sebelum lelang kepala cabang membentuk 

team pelaksanaan lelang yang terdiri dari satu orang (kepala 

cabang), kemudian dua orang anggota yang bertugas untuk 

mengecek stok unit yang akan dilelang. 

b. Barang yang dilelang dikeluarkan dari tempat penyimpanan, 

paling cepat 5 hari sebelum lelang. 

c. Memberikan laporan kepada petugas pelaksana unit mana saja 

sesuai nomor SBG (Surat Bukti Gadai) yang akan dilelang. 

d. Mengecek dan mencocokan  nomor SBG unit dengan nomor 

pada buku pelunasan dan buku tagihan. 

e. Kemudian pihak operasional kantor pusat akan mengecek 

kembali atas barang jaminan yang akan dilelang, untuk 

memastikan tidak ada barang yang tertinggal atau salah input 

barang dengan laporan pembukuan lelang. 

f. Setelah data dengan barang cocok dan lengkap maka barang 

jaminan dapat dibawa oleh pihak operasional ke kantor pusat 

PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang yang bertempatkan di 

Semarang untuk dilelang disana. 

3. Pelaksanaan Lelang 

Pada saat pelaksanaan lelang, team lelang bertanggung jawab atas 

barang yang ada ditempat lelang. Pelaksanaan lelang tidak 

dijualkan dihadapan umum seperti kantor yang lain. Pihak PT 
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Gadai Prima Nusantara Sangkuriang hanya menerima nasabah 

yang ingin membeli barang lelang tersebut. Kemudian terkadang 

ada nasabah yang sedang mencari atau menanyakan barang 

lelangan untuk dibeli, pihak PT Gadai Prima Nusantara 

Sangkuriang pun menjual sesuai dengan nilai taksiran apabila 

nasabah menerima atas taksiran yang diberikan oleh pihak PT 

Gadai Prima Nusantara Sangkuriang maka barang jaminan lelang 

tersebut laku terjual, dan barang lelang selebihnya dijual pada 

lembaga tertentu. 

4. Hasil Lelang 

Barang jaminan gadai yang tidak laku dilelang akan menjadi 

barang sisa lelang yang merupakan kerugian perusahaan, atau dari 

barang sisa lelang akan dilelang pada pelaksanaan lelang 

berikutnya. 

 

4.2.4 Tahap Pelaksanaan Lelang Menurut Pasal 1155 KUHP 

Untuk ketentuan pelaksanaan lelang menurut pasal 1155 

KUHPerdata ada 4 tahap sebagaimana yang diatur.  

Menurut pasal 1155, yang berisi: “Bila oleh pihak-
pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka debitur dan 
pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban, setelah lampaunya 
jangka waktu yang ditentukan, setelah dilakukan peringatan 
untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan 
tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk 
menjual barang gadainya dihadapan umum menurut 
kebiasaan-kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang 
lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan 
bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu”. 
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Penjualan benda jaminan itu berhubungan dengan penuntutan 

pelunasan atas jaminan yang diberikan kepada pemberi gadai. Berikut 

penulis rangkum tahap pelaksanaan lelang menurut pasal 1155 

KUHP: 

1. Peringatan 

Sebelum melakukan pelelangan Pihak gadai atau kreditur wajib 

memberi peringatan kepada nasabah ketika sudah jatuh tempo agar 

untuk segera membayar hutangnya. 

2. Persiapan lelang 

Setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal 

tidak ada ketentuan jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk 

menjual atau jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk menjual 

atau dengan kata lain melelang barang jaminan tersebut. 

3. Pelaksanaan lelang hasil lelang 

Pelaksanaan lelang harus dihadapan umum atau ditempat terbuka 

menurut kebiasaan setempat serta syarat-syarat yang lazim berlaku 

dengan tujuan agar jumlah utang dengan bunga dan biaya dapat 

dilunasi dari hasil penjualan itu. 

4. Hasil lelang 

Sebagai suatu perusahaan yang bersifat komersil, perusahaan 

melaksanakan lelang barang jaminan untuk melunasi pinjaman, dan 

menghindari terjadinya kredit macet. 

Berikut penulis rangkum dalam bentuk tabel perbandingan 
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pelaksanaan lelang menurut Pasal 1155 KUHPerdata dengan pelaksanaan 

lelang PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang Cabang Tegal.  

 

 

4.3 Pembahasan  

4.1 Tabel Hasil Analisis Perbandingan 

No  Kegiatan  

Pelaksanaan 

Lelang Menurut 

Pasal 1155 

KUHPerdata 

Pelaksanaan Lelang 

PT Gadai Prima 

Nusantara 

Sangkuriang 

Cabang Tegal 

Keterangan 

1. Peringatan Pihak gadai wajib 

memberi peringatan 

kepada nasabah 

ketika sudah jatuh 

tempo. 

PT Gadai Prima 

Nusantara 

Sangkuriang Cabang 

Tegal telah 

memberikan 

peringatan kepada 

nasabah yang sudah 

jatuh tempo melalui 

pesan singkat baik 

SMS, telepon, dan 

whatsapp. 

sesuai 

2. Persiapan 

Lelang 

Setelah dilakukan 

peringatan untuk 

pemenuhan 

perjanjian dalam hal 

tidak ada ketentuan 

jangka waktu yang 

pasti, kreditur 

berhak untuk 

PT Gadai Prima 

Nusantara 

Sangkuriang akan 

melaksanakan lelang 

barang jaminan 

tersebut apabila 

nasabah tidak ada 

itikat baik untuk 

sesuai 
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menjual atau 

dengan kata lain 

melelang barang 

jaminan tersebut. 

memperpanjang atau 

melunasi pinjaman 

dalam tenggang 

waktu 7 hari setelah 

jatuh tempo. 

3 Pelaksanaan 

Lelang 

Pelaksanaan lelang 

harus dihadapan 

umum atau ditempat 

terbuka dengan 

tujuan agar jumlah 

utang dengan bunga 

dan biaya dapat 

dilunasi dari hasil 

penjualan itu. 

PT Gadai Prima 

Nusantara 

Sangkuriang dalam 

pelakasanaan lelang 

tidak 

melaksanakannya di 

hadapan umum atau 

terbuka, pihak PT 

Gadai Prima 

Nusantara 

Sangkuriang hanya 

menerima nasabah 

yang menanyakan 

dan membeli barang 

lelangan tersebut, lalu 

selebihnya dijual 

kepada lembaga 

tertentu. Pelaksanaan 

lelang pun hanya di 

kantor pusat yang 

berada di Semarang, 

kantor cabang tidak 

menerima penjualan 

barang lelang. 

Tidak sesuai 
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4. Hasil lelang Hasil lelang yang 

terdiri dari utang, 

bunga dan biaya 

dapat digunakan 

untuk melunasi 

pinjaman. 

PT Gadai Prima 

Nusantara 

Sangkuriang dari 

hasil lelang dapat 

melunasi pinjaman 

tersebut yang terdiri 

dari utang, bunga dan 

biaya. 

sesuai 

Sumber: Hasil Wawancara Kepala Cabang PT Gadai Prima Nusantara 
Sangkuriang 2021. 

 

Dari uraian wawancara dengan kepala cabang tentang pelaksanaan 

lelang barang jaminan gadai PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang Cabang 

Tegal sebelum melakukan pelelangan barang jaminan, pihak PT Gadai Prima 

Nusantara Sangkuriang telah memberi peringatan kepada nasabah melalui 

pesan singkat baik SMS, telepon, maupun Whatsapp bahwa nasabah sudah 

pada waktu jatuh tempo. Namun, apabila nasabah tidak ada respon untuk 

melunasi pinjamannya, maka pihak PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang 

Cabang Tegal berhak melakukan lelang pada barang jaminan nasabah 

tersebut. Dalam hal ini PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang sudah sesuai 

pada aturan menurut pasal 1155 KUHPerdata dengan menetapkan harga 

barang hasil lelang disesuaikan dengan harga taksiran.  

Dilihat dari segi pelaksanaan lelang barang jaminan gadai yang 

diberlakukan di PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang bertentangan atau 

tidak sesuai dengan ketentuan pelaksanaan lelang pada pasal 1155 

KUHPerdata. Hal tersebut dikarenakan PT Gadai Prima Nusantara 
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Sangkuriang telah menerapkan Standar Operasional yang sudah ditetapkan 

oleh kantor pusat di Semarang tidak memberikan pengumuman kepada 

nasabah mengenai informasi kapan dan dimana akan dilaksanakannya lelang 

barang jaminan gadai. Dalam pelakasanaan lelang tidak melaksanakannya 

dihapan umum atau terbuka, pihak PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang 

hanya menerima customer yang menanyakan dan membeli barang lelangan 

tersebut, lalu selebihnya dijual kepada lembaga tertentu. Pelaksanaan lelang 

pun hanya di kantor pusat yang berada di Semarang, kantor cabang tidak 

menerima penjualan barang lelang. Pelaksanaan lelang tersebut sudah 

menjadi ketentuan prosedur yang diberlakukan  PT Gadai Prima Nusantara 

Sangkuriang dalam menghadapi nasabah yang wanprestasi juga sudah ada 

lembaga atau Counter yang bekerja sama sebagai penerima barang lelang 

jaminan. 

Seperti yang dibahas dalam landasan teori di bab sebelumnya 

mengenai ketentuan lelang. Pertama dalam pelaksanaan lelang setiap 

pelaksanaannya harus dihadapan umum. Yang kedua pengumuman lelang 

dilakukan melalui semacam berita acara pada perusahaan untuk nasabah. 

Proses pelaksanaan lelang yang tidak diketahui nasabah membuat nasabah 

tidak mengetahui informasi bahwa PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang 

mengadakan lelang barang jaminan gadai.  

Penelitian ini sedikit berbeda namun masih sejalan dengan penelitian 

terdahulu yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan lelang terjadi apabila 

debitur atau nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk 
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mengembalikan atau memperpanjang pinjamannya, pihak penerima gadai 

atau kreditur berhak melaksanakan lelang pada barang jaminan gadai untuk 

melunasi pembiayaan dan sewa modal yang dikeluarkan perusahaan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat 

menarik kesimpulan sebagai berikut: Analisis Pelaksanaan Lelang Barang 

Jaminan Gadai Pada PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang Cabang Tegal 

PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang Cabang Tegal menerapkan 

pelaksanaan lelang untuk menggantikan modal pembiayaan nasabah. Pada 

pelaksanaan lelang barang jaminan gadai di PT Gadai Prima Nusantara 

Sangkuriang cabang Tegal tidak sesuai dengan pasal 1155 KUHP. 

Dikarenakan PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang Cabang Tegal hanya 

melaksanakan standar opersaional yang ditetapkan oleh kantor pusat yaitu 

menjual barang lelang tersebut hanaya pada Counter yang sudah ditentukan 

kantor pusat Semarang.  

 

5.2 Saran  

Dari kesimpulan hasil penelitian tersebut, adapun saran yang dapat 

peneliti sampaikan adalah sebagai beriku: 

1. Diharapkan pihak PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang dalam 

menghadapi masalah ini dapat memberi ketegasan kepada nasabah untuk 

melakukan Rescheduling, suatu tindakan yang diambil dengan cara 

memperpanjang jangka waktu tempo, dalam hal ini nasabah diberi 
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keringanan. Misalnya, perpanjangan jangka waktu dari 14 hari menjadi 30 

hari.  

2. Disarankan kepada pihak PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang dapat 

memberi pengumuman kepada nasabah terkait pelaksanaan lelang kapan 

dan dimana akan dilaksanakannya lelang secara terbuka dihadapan umum. 

3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat mengkaji lebih luas 

mengenai pelaksanaan lelang pada PT Gadai Prima Nusantara 

Sangkuriang Cabang Tegal sebagai acuan penelitian selanjutnya dimasa 

mendatang. 
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Hasil wawancara penulis dengan Kepala Cabang, pada tanggal 21 Januari 2021. 

No Pertanyaan Jawaban 
1.  Bagaimana prosedur pelaksanaan 

lelang barang jaminan gadai pada 
PT Gadai Prima Nusantara 
Sangkuriang Cabang Tegal? 

Prosedur pelaksanaan lelang barang 
jaminan nasabah, apabila nasabah 
tidak melakukan perpanjangan dan 
melunasi pinjaman sampai jangka 
waktu yang sudah ditentukan dalam 
kurun waktu 7 hari setelah jatuh 
tempo. Maka barang jaminan 
nasabah akan ditetapkan sebagai 
barang yang akan dilelang. 

2. Bagaimana pelaksanaan lelang 
barang jaminan gadai pada PT 
Gadai Prima Nusantara 
Sangkuriang Cabang Tegal? 

Pelaksanaan lelang yang 
diberlakukan pada PT Gadai Prima 
Nusantara Sangkuriang 
dilaksanakan hanya di kantor pusat 
yang beralamatkan di Semarang. 
Pihak operasional yang akan 
mengambil barang lelang untuk 
dibawa ke Semarang. Pelaksanaan 
lelang pun dilakukan tidak 
dihadapan umum, pihak 
perusahaan hanya menerima 
customer yang akan membeli 
barang lelang tersebut, lalu sisanya 
akan dijual ke lembaga tertentu 
(counter) langganan perusahaan. 

3. Mengapa pelaksanaan lelang 
tersebut tidak dilakukan 
dihadapan umum dan hanya dijual 
pada counter tertentu? 

Karena sudah ketentuan dari 
perusahaan dan sudah ada lembaga 
tertentu yang bersedia membeli 
barang lelang tersebut. 

4. Apakah penjualan lelang yang 
dilakukan perusahaan ke lembaga 
tertentu mendapatkan 
keuntungan? 

Hal tersebut tergantung pada 
barang elektronik yang dijual, dan 
saat penjualan pun barang 
elektronik dijual sesuai dengan 
nilai taksiran pada saat awal barang 
digadaikan. Saat barang tersebut 
melalui proses lelang namun 
ternyata saat dijual barang tersebut 
kondisinya sudah tidak lagi bagus 
atau ada kekurangan bisa 
mengurangi nilai harga barang hal 
tersebut yang dapat beresiko 
kerugian untuk perusahaan. karena 
barang elektronik merupakan 
barang yang nilai harganya dapat 
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berubah sewaktu-waktu bisa saja 
pasarannya turun karena semakin 
banyak versi terbaru dari barang 
elektronik. 

5. Berapa minimal dan maksimal 
waktu jatuh tempo yang diberikan 
kepada nasabah? 

Jatuh tempo minimal 14 dan 
maksimal 30 hari 

6. Berapa kali pihak operasional 
datang ke kantor cabang untuk 
mengambil barang lelang? 

Pihak operasional kantor pusat 
semarang akan datang ke kantor 
cabang sebulan sekali. 

7. Apa saja tahap-tahap pelelangan 
barang jaminan pada PT Gadai 
Prima Nusantara Sangkuriang 
Cabang Tegal? 

Tahap-tahap pelaksanaan lelang 
yang dilakukan pada PT Gadai 
Prima Nusantara Sangkuriang 
Cabang Tegal ada 4 tahap yaitu: 
Peringatan, Persiapan lelang, 
Pelaksanaan lelang, lalu Hasil 
lelang. 

 


